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Abstrak

Permasalahan narkoba dan kriminalitas menjadi tantangan serius yang
mengancam ketertiban dan masa depan generasi muda, termasuk di wilayah
pedesaan seperti Desa Semenpinggir, Kabupaten Bojonegoro. Rendahnya
kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda, berkontribusi
terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminal lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengoptimalkan peran pemuda
sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat
terhadap bahaya narkoba dan kriminalitas. Metode yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif-deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan
tokoh masyarakat dan pemuda, serta studi dokumentasi. Hasil kajian
menunjukkan bahwa pemuda memiliki potensi besar dalam mendorong
perubahan melalui kegiatan edukatif seperti sosialisasi hukum, penyuluhan
narkoba, kampanye media sosial, serta pembentukan komunitas sadar hukum.
Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan pengetahuan hukum, minimnya
dukungan dari pemerintah desa, serta kurangnya fasilitas pendukung kegiatan
pemuda. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemuda, aparat desa,
lembaga pendidikan, dan penegak hukum dalam menciptakan lingkungan
masyarakat yang sadar dan taat hukum. Optimalisasi peran pemuda menjadi
langkah strategis dalam pencegahan dini penyalahgunaan narkoba dan tindakan
kriminal di tingkat desa.

Kata Kunci: Pemuda, Kesadaran Hukum, Narkoba, Kriminalitas

Abstract

The problem of drugs and crime is a serious challenge that threatens the order
and future of the younger generation, including in rural areas such as
Semenpinggir Village, Bojonegoro Regency. The low legal awareness of the
public, especially the younger generation, contributes to the rampant abuse of
drugs and other criminal acts. This research aims to examine and optimize the
role of youth as agents of change in building public legal awareness of the
dangers of drugs and crime. The method used is a qualitative-descriptive
approach through field observation, interviews with community and youth
leaders, and documentation studies. The results of the study show that youth
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have great potential in encouraging change through educational activities such
as legal socialization, drug counseling, social media campaigns, and the
formation of legal awareness communities. The obstacles faced include limited
legal knowledge, lack of support from the village government, and lack of
facilities to support youth activities. Therefore, synergy is needed between youth,
village officials, educational institutions, and law enforcement in creating a
community environment that is aware and law-abiding. Optimizing the role of
youth is a strategic step in the early prevention of drug abuse and criminal acts
at the village level.

Keywords: Youth, Legal Awareness, Drugs, Crime

PENDAHULUAN

Hukum dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam masyarakat, yang
bertujuan untuk mencapai pembentukan komunitas yang nyaman dan adil. Diharapkan
bahwa undang-undang tersebut akan memainkan peran yang lebih dominan, karena
merupakan peraturan yang tertib yang mengikat dan mencakup sanksi bagi pelanggar,
dengan tujuan untuk membangun perdamaian dan ketertiban di masyarakat. Untuk
mencapai perdamaian, ketertiban, kepastian, dan supremasi hukum, kita membutuhkan
sikap mereka yang sadar akan hukum (Mulyani et al., 2021).

Konsep hukum "Hukum sebagai alat rekayasa sosial" dipahami sebagai sarana
untuk mengubah masyarakat, dengan hukum berfungsi sebagai instrumen bagi mereka
yang mencari perubahan. Agen perubahan atau pionir perubahan mengacu pada individu
atau kelompok yang menjadi pemimpin terpercaya dalam satu atau lebih lembaga sosial
yang mampu mengubah sistem sosial. Perubahan perlu dilakukan melalui berbagai bentuk
perencanaan, termasuk rekayasa sosial dan perencanaan sosial. Dengan begitu kesadaran
hukum memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum, dengan
kesadaran hukum yang dibangun dapat menumbuhkan kepatuhan hukum yang berlaku
di masyarakat (Angkasa et al., 2024).

Hukum sebagai prinsip yang mengatur kehidupan individu dan mencakup
ketentuan sanksi. Sanksi dijatuhkan dalam upaya untuk menumbuhkan budaya kepatuhan
terhadap peraturan hukum yang relevan, sehingga memungkinkan hukum untuk
memenuhi tujuannya dalam kehidupan individu (Irrawati et al., 2023). Kesadaran hukum
masyarakat mewujudkan dirinya dalam pemahaman masyarakat dan kepatuhan terhadap
norma dan hukum yang berlaku, yang bermanifestasi sebagai kepatuhan masyarakat.
Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman individu bahwa semua tindakan manusia
tertentu diatur oleh hukum. Tujuan kesadaran hukum adalah untuk memotivasi individu
untuk mematuhi hukum dengan melaksanakan perintahnya dan menahan diri dari
tindakan yang dilarangnya (Hukum et al., 2023).

Meskipun demikian, perubahan sosial terjadi lebih cepat dan memengaruhi semua
bidang kehidupan; Di sinilah hukum diantisipasi untuk memainkan peran yang lebih besar
dan menjadi vital untuk memelihara, mengatur, membimbing, dan menjaga masyarakat.
Tanpa kesadaran hukum, tujuan undang-undang untuk menjaga masyarakat dan

97



Optimalisasi Peran Pemuda ... - Asri Elies Alamanda, M. Agiel Author Alami, Moh. Sukoco

menjamin kejelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara tidak dapat tercapai,
mencegah terbentuknya masyarakat yang aman, damai, adil, dan sejahtera. Rendahnya
tingkat pengetahuan publik tentang undang-undang dan produk sebagian disebabkan oleh
rendahnya pendidikan dan sebagian karena fakta bahwa akses ke sumber daya hukum
yang ada masih sangat terbatas. Orang-orang yang tinggal di daerah pinggiran kota
mengalami hal ini secara khusus. Karena kurangnya pengetahuan tentang hukum,
masyarakat berubah menjadi arena di mana individu yang tidak bertanggung jawab dapat
mengeksploitasi untuk keuntungan pribadi.

Peraturan hukum yang mengatur penyalahgunaan dan distribusi narkotika ilegal
tidak terbatas pada menghukum dan memenjarakan penjahat sebanyak mungkin. Namun
yang lebih signifikan adalah bagaimana upaya pemerintah dapat mengarahkan penduduk
agar tidak menyalahgunakan narkoba (Saipudin, 2018). Masalah hukum menemani
manusia sepanjang hidup, menjadikannya masalah sosial yang dihadapi sehari-hari
(Natasya et al., 2024). Hukum sebagai agen kontrol sosial menandakan bahwa hukum
memiliki kapasitas untuk mengatur perilaku manusia. Perilaku ini dapat dilihat sebagai
tindakan yang menyimpang dari norma hukum dalam mengejar kebaikan. Artinya, hukum
dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelanggar (mereka yang melanggar
hukum). Akibatnya, undang-undang mampu mengeluarkan hukuman atau menyetujui
sanksi bagi pelanggar. Hal ini juga menyiratkan bahwa hukum berfungsi untuk
membimbing masyarakat dalam bertindak dan berperilaku dengan benar sesuai peraturan,
sehingga memungkinkan tercapainya perdamaian bersama. Kesadaran hukum adalah
kesediaan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ditetapkan.
Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif adalah
pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun
ditentukan oleh hukum tertentu. Pada saat yang sama, efektivitas adalah bentuk kesadaran
yang mengakui bahwa hukum harus dipatuhi (Paramyta, 2023).

Tanda-tanda atau fenomena penggunaan narkoba yang terjadi di masyarakat saat
ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, karena efeknya dapat
menimbulkan masalah kesehatan fisik dan psikologis baik bagi pengguna maupun orang
lain (Wahyudi et al., 2021). Orientasi menyangkut penerapan hukum dalam masyarakat,
dan ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang suatu aturan. Fungsi
suatu undang-undang sangat menentukan kepatuhan dan kesadaran publik terhadapnya,
artinya fungsi hukum harus dilihat tidak hanya dari segi spesifikasinya tetapi secara lebih
luas atau universal. Kebijakan pemerintah dapat mengatasi masalah rendahnya kesadaran
hukum masyarakat. Kebijakan yang disebutkan di sini adalah salah satu yang mengatur
ruang publik, umumnya dikenal sebagai kebijakan publik. Penyuluhan hukum dapat
berfungsi sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi masalah kesadaran hukum yang
rendah, dan ini dapat dicapai melalui berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif tersebut adalah
program penyuluhan hukum yang melibatkan penciptaan desa kesadaran hukum.

Dengan munculnya zaman modern dan kemajuan teknologi yang pesat, komunitas
remaja di Desa Semenpinggir semakin besar. Dengan kemajuan teknologi, remaja dapat
dengan cepat mendapatkan informasi, baik positif maupun negatif, karena diketahui
bahwa remaja memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan terus-menerus bersedia mencoba
hal-hal baru tanpa mengetahui konsekuensinya. Jika remaja tidak menerima pengawasan,
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arahan, dan saran dari banyak pihak, mereka akan jatuh ke dalam dan terlibat dalam
perilaku buruk seperti penggunaan narkoba terlarang. Akibatnya, sangat penting untuk
mengembangkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang risiko narkoba baik dari
perspektif hukum maupun kesehatan di masyarakat, terutama di kalangan remaja.
Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan hukum tentang bahaya narkoba bagi remaja.
Kesadaran hukum akan terwujud ketika ada pemahaman hukum yang menyeluruh
(Agustina & Marimbun, 2023).

Untuk menjadi desa sadar hukum, suatu desa harus memenuhi kriteria dan
melewati beberapa proses pembentukan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPHN
Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga
Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Tahapan yang ditetapkan oleh BPHN
tersebut dimulai dari Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan Desa Sadar
Hukum. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah kelompok yang terdiri dari beberapa
keluarga yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya
sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa
atau kelurahan mempunyai Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan
kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh sejumlah pihak dalam rangka menekan angka
penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminal di Desa Semenpinggir. Pemerintah desa,
misalnya, telah mengadakan sosialisasi hukum melalui forum-forum warga, kegiatan
karang taruna, serta pertemuan RT/RW, yang menyisipkan pesan-pesan tentang bahaya
narkoba dan pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Di sisi lain, pihak Kepolisian
Sektor (Polsek) Kapas juga telah menjalankan program seperti penyuluhan hukum dan
razia terbatas sebagai bentuk pencegahan. Program Polisi Masuk Sekolah sempat dilakukan
untuk memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai konsekuensi hukum dari
penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal. Selain itu, beberapa lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial juga pernah berkolaborasi dengan
pemerintah desa dan kepolisian dalam kegiatan kampanye anti-narkoba dan pelatihan
keterampilan remaja sebagai upaya mengalihkan mereka dari potensi pergaulan negatif.
Meskipun demikian, seluruh upaya tersebut belum mampu memberikan dampak
maksimal akibat keterbatasan jangkauan, sumber daya, serta kurangnya keterlibatan aktif
dari kalangan pemuda sebagai agen perubahan utama di lingkungan desa.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk menanamkan pengetahuan
tentang pentingnya kesadaran hukum kepada organisasi pemuda karang taruna di Desa
Semenpinggir. Diharapkan, sebagai hasilnya, organisasi pemuda karang taruna akan
menahan diri dari perilaku kriminal dan membantu mempromosikan pemahaman
kesadaran hukum di masyarakat.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan dengan metode
ceramah dan diskusi menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh
anggota karang taruna Desa Semenpinggir. Adapun metode yang digunakan adalah
sosialisasi atau survei, penelitian langsung terjun ke lapangan untuk diskusi langsung
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kepada masyarakat dan memberikan pencerahan atau ceramah tentang bahaya narkoba
tersebut.

1.

Lokasi Pengabdian Masyarakat

Pengabdian Masyarakat dilakukan di Desa Semenpinggir, Kecamatan Kapas,
Kabupaten Bojonegoro, yang dipilih karena desa ini termasuk dalam kategori
wilayah yang mulai mengalami peningkatan kasus kenakalan remaja dan potensi
penyalahgunaan narkoba.

Subjek penelitian terdiri dari: 10 orang pemuda berusia 17-25 tahun yang aktif
dalam kegiatan kepemudaan di Desa Semenpinggir.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut: Tahap
Audiensi merupakan tahap tim Fakultas Hukum mengunjungi Desa Semenpinggir,
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan Observasi dan
Perizinan, tim kemudian menemui Kepala Desa dan stakeholder untuk melakukan
wawancara awal sebagai bahan kebutuhan terhadap desa tersebut untuk
mengetahui sejauh mana pemahaman awal terhadap bahaya Narkotika di era
digitalisasi. Tahap Pelaksanaan, tim menyusun materi tentang Tindak Pidana
Narkotika di era digitalisasi dalam bentuk Power Point yang nantinya akan
disajikan oleh pemateri, kemudian waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan di
Auditorium Bale Desa Semenpinggir pada tanggal 26 April 2025, tim menyebarkan
undangan terhadap sasaran kegiatan yaitu Perangkat Desa, Pemuda dan Karang
Taruna Desa Semenpinggir, metode penyampaian penyuluhan yaitu dengan
menampilkan materi dalam bentuk Power Point dengan slide proyektor. Tim lalu
mempersiapkan perlengkapan presentasi yang menunjang kegiatan, seperti LCD,
laptop, pointer, dan mic. Dalam melaksanakan kegiatan; pertama, penyampaian
materi tentang bahaya Narkotika di era digitalisasi, kedua, Case Method terhadap
perkara yang berkaitan tindak pidana Narkotika lalu dilakukan tanya jawab
seputar materi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang bahaya
narkotika di era digitalisasi. Evaluasi dan laporan ini bertujuan untuk melihat
perkembangan program yang dilaksanakan, mengetahui kendala-kendala selama
kegiatan dan cara menanganinya sehingga dengan demikian kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini benar-benar efektif dan maksimal, pembuatan laporan awal
disesuaikan dengan hasil yang telah dicapai selama melaksanakan kegiatan
penyuluhan dalam proses audiensi, pelaksanaan, evaluasi dan laporan
penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada anak-anak dan siapa pun

yang menggunakannya. Dampak buruk yang biasanya dialami pengguna narkoba ini

adalah gangguan pada sistem saraf pusat kita. Dampak ini juga dapat merangsang atau
menghambat reseptor, neurotransmiter, dan neuron dalam sistem saraf pusat manusia,
tergantung pada jenis zatnya. Dampak merugikan lainnya dari penyalahgunaan narkoba
adalah masalah psikologis, di mana pengguna merasa riang untuk sementara waktu
(euforia), yang kemudian berubah menjadi sensasi suram, menyebabkan pengguna
narkoba merasa lesu. Perlu juga disebutkan bahwa sistem saraf pusat pada manusia adalah
pengontrolnya, oleh karena itu pikiran dan tubuh pengguna pasti akan terpengaruh (Putri
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et al., 2023). Keadaan masyarakat yang tidak tahu akan hukum, tidak sadar akan hukum,
atau bahkan sudah tahu akan hukum namun tidak memiliki kesadaran dalam dirinya
untuk taat dan patuh terhadap hukum seperti sudah menjadi kebiasaan (Tsania Rif'atul
Munna & Arditya Prayogi, 2021).

Hasil dari kegiatan sosialisasi sadar hukum yang diselenggarakan di Karang
Taruna Desa Semenpinggir pada hari Sabtu, 26 April 2025, menunjukkan adanya
peningkatan yang signifikan dalam pemahaman serta kesadaran hukum di kalangan
pemuda desa. Sadar hukum artinya suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai,
mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari siapa pun.
Kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya merupakan basis aktivitas sosial agar
produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari
dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat (Liana Endah Susanti, 2023).

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai
berbagai aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan hukum,
seperti kewajiban warga negara, bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras,
pencegahan kekerasan, serta peran generasi muda dalam menjaga ketertiban umum.
Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, seshingga mendorong antusiasme peserta
untuk bertanya dan berdiskusi mengenai permasalahan hukum yang sering terjadi di
lingkungan sekitar mereka.

5 i

Gambar 1. Pemberian Materi Gambar 2. Peserta Sosialisasi
Sosialisasi

Setelah kegiatan berakhir, terlihat perubahan sikap yang cukup nyata dari para
peserta. Mereka menjadi lebih memahami konsekuensi dari tindakan yang melanggar
hukum dan menunjukkan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai hukum dalam
kehidupan sehari-hari. Beberapa peserta bahkan menginisiasi kegiatan lanjutan seperti
diskusi kelompok kecil dan rencana pembentukan “Kelompok Pemuda Sadar Hukum”
sebagai wadah edukasi dan pemantauan perilaku remaja di desa.

Ada hubungan yang kuat antara kesadaran hukum dan hukum. Kesadaran atau
pemahaman hukum dianggap sebagai salah satu aspek dalam penemuan hukum.
Pendapat Krabbe, yang menegaskan bahwa "sumber semua hukum adalah kesadaran
hukum," mendukung hal ini (Ahmad, 2018). Setiap masyarakat harus memiliki dan
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menerapkan kesadaran hukum. Selain itu, konstitusi Indonesia telah menetapkan
kewajiban yang jelas dan kuat untuk melindungi hak-hak warga negaranya terkait
perlakuan yang sama di bawah hukum dan akses yang sama terhadap layanan hukum.
Karena kesadaran hukum meningkat di masing-masing.

Gambar 3. Pemberian Kenang-kenangan untuk Desa Semenpinngir

Kesadaran hukum masyarakat secara signifikan dipengaruhi oleh seberapa banyak
orang yang memilih untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan norma-norma
hukum. Setiap masyarakat harus benar-benar memahami keuntungan atau kegunaan
hukum untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang sepadan dengan masyarakat.
Sebaliknya, data yang menggambarkan hukum sebagai menakutkan, memberatkan, dan
hanya valid secara teoritis meskipun tidak dalam praktiknya perlu dilawan. Ini dapat
dilakukan dengan menetapkan situasi di mana orang memandang hukum secara positif
atau menguntungkan. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat dihasilkan dari
optimalisasi kegiatan pelaksanaan hukum ke tingkat yang ideal, ditandai dengan
pengembangan etos yang menghormati hukum melalui pembentukan keluarga yang sadar
hukum.

Aspek dasar untuk membangun masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera adalah
kesadaran hukum. Dasar utama untuk mencapai masyarakat yang tertata dan sejahtera
adalah kesadaran hukum. Fondasi dari bangsa yang taat hukum adalah pendidikan hukum
usia dini yang menumbuhkan kesadaran akan hukum. Pendidikan hukum sangat penting
untuk memberikan pengetahuan hukum kepada publik dan menumbuhkan kepatuhan
terhadap peraturan (Dewi, 2024).

Selain itu, peserta juga menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan
pemerintah desa dan aparat keamanan setempat dalam menyosialisasikan kembali materi
hukum kepada warga lainnya, terutama kalangan remaja dan pelajar. Kegiatan ini
membuktikan bahwa sosialisasi sadar hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan
hukum, tetapi juga mampu membentuk sikap proaktif dan bertanggung jawab di kalangan
pemuda sebagai agen perubahan sosial. Dengan demikian, sosialisasi yang dilaksanakan
pada tanggal 26 April 2025 tersebut dapat dikatakan berhasil mendorong terbentuknya
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budaya hukum yang lebih kuat di Desa Semenpinggir, khususnya di lingkungan Karang
Taruna.

Kesadaran hukum publik harus dilihat sebagai kesadaran hukum yang optimal
yang ada dalam konteks di mana masyarakat atau subjek hukum memahami, menghargai,
dan menghormati hukum. Dalam skenario ini, individu dalam komunitas menafsirkan
hukum dengan cara yang mencerminkan ciri-ciri unik dari strata masyarakat masing-
masing. Sangat penting untuk membangun dan mengintegrasikan kesadaran hukum ke
dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya
kesejahteraan, ketertiban, perdamaian, ketenangan, dan keadilan. Selain itu, potensi untuk
menjadi negara maju dapat dicapai melalui pembentukan masyarakat yang sadar hukum.
Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kesadaran hukum warga negara merupakan bagian
dari indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu bangsa. Semakin besar
tingkat kesadaran hukum di antara penduduk suatu negara, semakin tertib dan disiplin
kehidupan masyarakat dan negara. Hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa
Semenpinggir menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan edukasi
hukum dan sosialisasi anti-narkoba mampu meningkatkan kesadaran masyarakat,
khususnya kalangan remaja, terhadap bahaya narkoba dan pentingnya menjauhi perilaku
kriminal. Temuan ini sejalan dengan artikel yang dibahas oleh (Anasiru, 2011) Partisipasi
masyarakat memiliki peran yang penting dalam pembangunan negara kesejahteraan.
Masyarakat yang aktif berpartisipasi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk
memperhatikan kepentingan dan kebutuhan mereka, terutama mereka yang
membutuhkan dukungan dari Negara. Dalam konteks ini, pemuda bertindak sebagai agen
perubahan (agents of change) yang mampu menginisiasi dialog hukum di tingkat akar
rumput.

Kegiatan pengabdian juga mengonfirmasi hasil penelitian Darnawati et al., (2023),
yang menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda dalam program penyuluhan hukum
berbasis komunitas berdampak signifikan terhadap penurunan kasus kenakalan remaja di
wilayah pedesaan. Di Desa Semenpinggir, pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna
tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga fasilitator dalam kegiatan kampanye anti-narkoba,
diskusi hukum ringan, dan patroli lingkungan. Perubahan perilaku mulai terlihat dari
meningkatnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial-positif serta terbentuknya forum
komunikasi rutin antar warga yang membahas isu keamanan lingkungan.

Secara sosiologis, hasil kegiatan ini telah memengaruhi cara pandang masyarakat
terhadap narkoba dan kriminalitas, yang sebelumnya dianggap sebagai urusan individu,
kini dipandang sebagai masalah kolektif yang harus dicegah bersama. Pola pikir
masyarakat mulai bergeser dari pasif menjadi partisipatif. Selain itu, kegiatan ini turut
memperkuat hubungan antar warga, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, dan
meningkatkan kepercayaan kepada pemuda sebagai penggerak perubahan.

Dari sudut pandang tujuan pengabdian masyarakat (PKM), kegiatan ini berhasil
mereduksi permasalahan utama, yakni rendahnya kesadaran hukum terhadap narkoba
dan kriminalitas. Adanya peningkatan pemahaman hukum, perubahan sikap terhadap isu
narkoba, dan keterlibatan pemuda dalam kegiatan pencegahan menjadi indikator bahwa
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tujuan PKM tercapai. Penguatan kapasitas pemuda sebagai pelopor sadar hukum terbukti
efektif menjadi strategi preventif yang relevan dan aplikatif di lingkungan desa.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi sadar hukum yang dilaksanakan di Karang Taruna Desa
Semenpinggir berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan
pemuda desa. Peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan dasar tentang hukum, tetapi
juga menunjukkan sikap yang lebih proaktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan
lingkungan. Munculnya inisiatif pembentukan kelompok pemuda sadar hukum menjadi
bukti nyata bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Dengan
demikian, kegiatan sosialisasi ini dinilai efektif dalam membangun budaya hukum di
masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda sebagai agen perubahan.
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